
BUPATI LAMPUNG BARAT 
PROVINS! LAMPUNG 

PERATURA.N BUPATI LAMPUNG BARAT 
NOMOR .t/0 TAH.UN 2019 

TENTANC 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATl LAMPUNG BARAT, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Mengingat 

Daerah Kabupaten La:inpung Barat Nomor ll Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 53 
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

b. bahwa sehubungan adanya program dan kegiatan yang ha,rus 
dilaksanakan sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten La:inpung Barat Tahun Anggaran 2019 perlu direvisi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam hu1uf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidj.kan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 



OPD 
f) 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaa.i1 
Negara (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4421); 

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenta.ng Per.imbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indo.nesia Tabun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438}; 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t.entang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua at.as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemetintah £1:omor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 171 , Tambahan Lembara.11 Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

1 L Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
l..embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 ' rahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerab 
Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Repubill- Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Repubill- Indonesia Nomor 4738); 

15. Peratur:an Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Repubill- [ndonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 48291; 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 No.mor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

17. Peraturan Pemerintah Nomo1· 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l 
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia 
Nomor 6177); 

18 Peraturan Peme1intah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daera,b 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerinta,h Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.bun 2011 
Nomm· 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

2 L Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hi bah 
Daerah (Lembaran Negara Repubill- Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negar:a/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nom01· 92, '.l'ambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 



23. Peratutan Pemerint.ah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 7 
Nomor 73, Tambahan Lembru:an Negara Republik Indonesia 
Nomor6041}; 

24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administ.ratif Pimpinan dan Anggola DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Ba.rang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 33); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai.mana telah 
diubah beberapa kali terak.hir dengan Pera.tu.ran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Ta.bun 2011 (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20ll Nomor 310); 

29.Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011 te1,tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Betsumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (.Oerita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Betita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 465); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahu.n 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018; 

3 1. Peraturan Menteri Dalam Nege.ri N omor 19 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Rcpubliklndonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dae.rah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Da11a Operasional (Berita 
.Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l067); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah (Be1ita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213) . 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampw1g Barat Nomor 8 Tahun 
Tahw1 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Llunpung Barat Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah 
Tahu11 Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Barat Tahun 2018 Nomor 11 ); 

37. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Serita Dacrah Kabupaten Lampung 
Barat Tahun 2018 Nomor 53 ); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEHUHAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAl'IJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

Pasal J 

Beberapa ketentuan dalam Perat.uran Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggai·an Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Ba.rat Tahun 2018 Nomor 53) sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal l diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Ba.rat Tahun 
Anggaran 2019 berjumlah Rp. l.169.728.380.210,76 dengan rincian sebagai 
berikut : 

1. Pendapat ~ 
a. Pendapatan Asli Daerah .. . ... . . .. Rp 

b. Dana perimbangan ................ Rp 
c. Lain-lain pendapatan daerah 

58.155.663.023,76 
801.878.79 I. l85,00 

c. yang sah ............... ................... Rp 273.743.926.002,00 _______ _ 
Jumlah Pendapatan .... ........... Rp l.133.778.380:210,76 

2 . Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja pegawai . .. . . . . . . . .. . . . . . . . Rp 
2) Belanja bunga . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . Rp 
3) Belanja subsidi . .. ... . .. . .. .. . .. . .. Rp 
4) Belanja hibah ......... ............. Rp 
5) Belanja bantuan sosial ... ... ... Rp 
6) Belanja bagi basil ................ Rp 

OPO 

385.601.219.408,00 

16.914.115.000,00 
250.000.000,00 

1.275.966.600,00 



7) Belanja bantuan keuangan Rp 184. 149.749.583,00 
8) Belanja tidak terduga ........... Rp 1.070.845.837,76 -------Jumlah Belanja Tidak Langsung ......... 589.261.896.428,76 

b. Belanja Langsung 

l) Belanja pegawai .......... ......... Rp 

2) Belanja barang dan jasa . . . ... Rp 

3) Belanja Modal ... .. ...... . ... . ...... Rp 

52.788.162.039,00 

299.474.957.268,00 
228.203.364.475,00 

Jumlah Belanja Langsung ........... .... ........ . 

Jumlah Belanja ................ ..... .................. . 

Surplus (defi.sit) .................. ..... ..... ...... .... .. 

580. 466. 483. 782,00 

l.169.728.380.210,76 

{35.950.000.000,00) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan ............................ l:{p 38.000.000.000,00 

h. Pengeluaran .......................... Rp 2.050.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto. .... .............. ...... 35.950.000.UU0,U0 
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran 
Berkenaan ............... .. .............. . 

2 . Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan ini 

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada r.anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini deng'1;,_~~~am Belita Daerah Kabupaten Lampung Barat. 

,N2'1,) J).S.~'l PM1 
SETiiAJ(.AS 

5 

a 
7 

a 

Dru ~~=.--rl"-Tri,-,¾,..11.-' 

pada tanggal .lj JuV 
SEKRETARIS DAERAH 

2019 

KABVP LAMPUN'G BARNT, 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal 1 Jvl; 
BUPATI LAMPUNG BARAT, 

A DAERAH KABUPATEN LAM PUNG BA RAT TA HUN 2019 NOMOR t.j,Q 

2019 

; 
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